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SURAT  EDARAN 
 
 

Kepada 

SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT 

DI INDONESIA 
 
 

Perihal : Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi Bank 

Perkreditan Rakyat  

 
 Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia  Nomor  8/20/PBI/2006 

tanggal 5 Oktober 2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank 

Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

77 DPBPR, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4646), 

dipandang perlu untuk menetapkan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan 

bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai berikut:   

1. Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan BPR dan 

penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal dan dapat 

diperbandingkan, BPR wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan bagi BPR. 

2. Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi BPR selama ini adalah PSAK 

31 tentang Akuntansi Perbankan (PSAK 31) yang berlaku bagi seluruh 

perbankan. Dengan diberlakukannya PSAK 50 Instrumen Keuangan: 

Penyajian dan Pengungkapan (PSAK 50) dan PSAK 55 Instrumen Keuangan: 

Pengakuan dan Pengukuran (PSAK 55), yang menggantikan PSAK 31, maka 

standar akuntansi bagi perbankan mengacu pada PSAK yang berlaku. 

 

3. Penerapan… 



  

 

3. Penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 bagi BPR dipandang tidak sesuai dengan 

karakteristik operasional BPR dan memerlukan biaya yang besar 

dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh maka BPR memerlukan standar 

akuntansi keuangan yang sesuai. 

4. Dewan Standar Akuntasi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) 

selain mengeluarkan PSAK 50 dan PSAK 55 juga menerbitkan Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). 

DSAK-IAI dalam SAK ETAP menyatakan bahwa SAK ETAP dapat 

diberlakukan bagi entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan, 

sepanjang otoritas berwenang mengatur penggunaan SAK ETAP dimaksud. 

5. Berdasarkan hal tersebut di atas, standar akuntansi keuangan bagi BPR 

menggunakan SAK ETAP. 

6. Dengan diberlakukannya SAK ETAP sebagai standar akuntansi keuangan 

bagi BPR, maka pedoman akuntansi atas transaksi keuangan BPR tetap 

menggunakan pedoman akuntansi sebagaimana yang digunakan selama ini 

sepanjang Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PABPR) belum 

diberlakukan. 

 Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 

2010. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat 

Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
  Demikian agar Saudara maklum. 
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